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19, Tambahan Lembaran. Negara Republik Irdonesia Nomor
2730 );

3. Undang-Undang Nemor 28 Tahun 1999 tentarig

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 )

+ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

.Unda‘ng—Uu‘dang Nomor 1  Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undan_g Nomor 15 “Tahun 2004 tentang

Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiy
Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem

Perencanaan Pembangunan Na sional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44271):

.Undang—Undang Nomer 32  Tahun 2004 tentang

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhijr dengan Undang-Undang Nemor 12
Tahun 2008 ten tang Perubahan Kedua Atas Undan -Undang
Nomor 32 Tahun 2004  teniang Pemerintshan Daeral,
(Lembaran Negara Republik Indoniesia Tahun 2008 Nonior
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnr
4844):

.U-ndang—Uudang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat dan
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

14.

L L

Tahun 2004 Nomor 126, :]‘ambah'aﬂ Lembaran Negal_ra
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234):

Peraturan Pemerntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 teritang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemcrintah
Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuungan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Raloyat
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomeor 47, Tambahan Lembuaran Negara Republik Indanesia
Nomor 47 12);

Peraturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 lentang
Pengelolunn Keuangen Badan Layanan Umum (Lemburan
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namor A&,

Tambahan Lembitan Negara Republik Indonesia Nowmos

4502) sebagaimana felah  diubab  dengan  Peraturar

Pernerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Alas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tenlang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara, Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340),

Peraturan Pererintah Nomor 55 Tahun 2005 tenlang Dana

Perimbarnpan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talion




15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuwangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Heuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Xeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);,
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
o dan R Do e e Pl
(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161)

Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar  Akuntans; Pemerintahan (Lembaran Neg
‘ ara

4
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29, Peraturan Daerah Rabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004

30.

31.

32.

33.

34.

36.

37.

fentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggola Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabiipa ey
Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahbun 2004
Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Magetan Nomor
Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magean Tahun
2007 Nomor ts);

Peraturan Daecrah Kabupalen Magetan Nomor & Tahun 2008
temuang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor
8);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1() Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2008 Nemoaor 10):

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahiin 201 1
rentang Duana Cadangan Kabupaten Magetan (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 201 | Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tabiun 2011
tentang Pajak Daerabh (Lembaran Daerali Kabupeaten
Magetan Tahun 2011 Nomor 8);

Peraturan Daerahi Kabupaten M,agctarj Nomor 9 Tahun 201 |
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupalen Magetan Tahun 2011 Nomor 9);

. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 20172

tentang RetribusiJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupalen Magetan Nomor 2 Tahun 2012
tentang Relribust Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaien
Magetan T4hun 2012 Nomor 2);

Peraturan Dacran Kabupeten Magelan Nomor 7 Tahurn
2012 Tenlang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaramn
Daerah  Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7,
Taumbahan Lembaran Daerab Kabupaten Magetan Nomor
18);



38. Perataran Daerah Kabupaten Magetan Nomeoer 11 Tahun
2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan

BUPATI MAGETAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014,

Pasal |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerabh Tahun 2014 semula berjumlah
sebesar Rp.1.340,179.611.736,00 bertambah sejumlah Rp.64.417.043.194,00
sehingga menjadi Rp.1.402.596.654.930,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Sermula Rp. 1.340.179.611.736,00

b. Bertambah Rp. 64.417.043.194.00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.404.596.654.930,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 1.408.496.525.571,00

b. Bertambah Rp. 131.820.772.158.15
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.535.317.297.729,15
Defisit Setelah Perubahan Rp. (130.720.642.799,15)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 79.816.913.835,00
2) Bertambah Rp. 69.403.728.964,15
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 149.220.642.799,15



b. Pengeluaran
1) Semula Rp.  16.500.000.000,00
2) Bertambah Rp. 2.000.000.060,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp.  18.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah PerubahanRp.  130.720.642.799.15

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00
Sételah Perubahan .

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari -

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 112.758.800.000,00
2) Bertambah Rp. 3.741,200.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 116.500.000.000,00

Setelah Perubahan

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 945.285,802.979,00
2) Berkurang (Rp. __2.207.649.531,00)
Jumlah Dana Perimbangan Rp. 943.078.153.448,00

Setelah Perubahan

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 282.135,008.757,00
2) Bertambah RBp.  62.883.492.725.00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 345.018.501.482,00

yang Sah Setelah Perubahan
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah
1) Bemula Rp.  25.218.000.000,00
2) Bertambah Rp. 1.440.622.496,88
Jumlan Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 26.658.622.496,88
b. Retribusi daerah
1) Semula Rp.  20.468.922.000,00
2) Berkurang Rp. (2.998.905.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 17.470.017.000,00




¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 2.868.701.000,00
2) Bertambah Rp. 17.642.503,12
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daecrah Rp.  2.886.343.503,12
yvang Dipisahkan Setelah Perubahan

d. Lain-lain pendapatan dacrah yang sah

1) Semula Rp. 64.203.177.000,00
2) Bertambah Rp. 5.281.840.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 69.485.017.000,00

yang Sah Setelah Perubahan
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimalksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
Jjenis pendapatan : |
d: Dana Bagi Hasil
1) Semula Rp.  46,234.225 979,00
2) Berkurang (Rp. _ 2.207.649.531.00
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 44.026.576.448,00
b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 840.086.597.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umnum Rp. 840.086,597.000,00

Setelah Perubahan
c¢. Dana alokasi khusus

1) Sernula Rp.  58,964.980.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp. 58.964.980.000,00

Setelah Perubahan

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 2.000.000.000.00
Jumlah Pendapatan Hibah Rp.  2.000.000.000,00

Setelah Perubahan

b. Dana Darurat

1) Semnulzg Rp. 0,00
2) Beértambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,00



. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 47.946,370.973,00
2) Bertambah Rp. _ 9.643.301.156,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Rp. 57.589.672,129,00
Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan
. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 208.327.111.784,00
2) Bertambah Rp. 51.233.975.216,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Rp. 259.561.087.000,00

Otonomi Khusus Setelah Perubahan

>. Barituan Keuangan Dari Frovinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp.  25,824,277.000,00

2) Bertambah Kp. 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi Rp. 25.824.277.000,00
Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya
Setelah Perubahan

f. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

I) Semula Rp 0,C0

2) Bertambah Rp. _ 6.216.353,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Rp. 6.216.353,00
Pemerintah Pusat Setelah Perubahan

g. Pendapatan Lainnya

1) Semula Rp. 37.249.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan lainnya Rp. 37.249.000,00

Setelah Perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari -

a. Belanja Tidak Langsung

‘IJ ngula Rp. 905.060.206.071,00
2) Bertambah Rp. 103.821.-395.12_1_,]5

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.

1.008.881.601.192 1z
Setelah Perubahan 192,15

10



b. Belanja Langsung

1) Semula
2) Bertambah Rp. 27.999.377.037.00

Rp. 498.436.319.500,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp, 526,435.696.537,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja :

4.

Belanja pegawai

1) Semula Rp. 815.864.580.806.00

2) Bertambah Rp. 91.318.178.536,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 907.182.759.342,00

Belanja bunga

1] Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 000
Jumlah Belanja Bunga Sctelah Perubahan Rp. 0,00

Belanja subsidi

I) Semula Rp. 0,00

2] Bertambah / (Berkurang] RBp. 0,60
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan  Rp. 0,00

. Belanja hibah
1) Semula Rp.  25.441.750.000,00
2] Bertambah Rp. 3.142.500.000.00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 28.584.250.000,00

. Belanja bantuan sosial

1 ) Semuls Rp. 5.849.700,000,C0

2) Berkurang (Rp. 121.000.000.00)
Jumlah Bantuan Sosial Setelah Perabahan Rp.  5.728.700.000,00

Belanja bagi hasil

1) Senmulg Rp. 0,60

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 0,00

Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp.  53.849.534.111,00

2) Bertambah Rp.  9.517.981.585,00
Jumiah Belanja Bantuan Keuangan Rp. 63.367.515.696,00

Setelah Perubahan

11



h. Belanja tidalk terduga

1) Semula Rp. 4.054.641.154,00
2) Berkurang (Rp. 36.264.999,85)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 4.018.376.154,15

Setelah Perubahan
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b terdiri dari
jenis belanja
a. Belenja pegawai
1} Semula Rp. 21.189.712.500,00
2) Bertambah Rp. 1.954.534.717.00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 223.144.254.217,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 254.562.992.866,00
2) Bertambah Rp. 19.479.848.745,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp, 274.042.341.611,00
Setelah Perubahan
¢. Belanja modal
1) Semula Rp. 722.683.607,134,00
2) Bertambah Rp. 6.564,993.575,00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 229.248.600.709,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari -
a. Penerimaan

1) Semula Rp.  79.816.913.835,00
2) Bertambah Rp.  69.403.728.964,15
Jumlah Penerimaan Setelah Perubaban Rp. 149.220.642.799,15
b. Pengeluaran
1) Semula Rp.  16.500.000.000,00
2) Bertambah Rp. _2.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 18.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

12



a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
1) Semula Rp.  67.266,913.835,C0

2) Bertambah Rp, 69.403.728.964.15
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 136.670.642.799,15
Setelah Perubahan

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. _ 0.00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,00

Setelah Perubahan
c. Hasil penjualan kekayaan daerah vang dipisahkan

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah vang Rp. 0,00

Dipisahkan Setelah Perubahan
d. Penérimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp. 0,60
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00

Setelah Perubahan

¢. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp. 12.550.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Kembalj Pemberian Rp. 12.550,006.000,00

Pinjaman Setelah Perubahan
[. Penerirnaan piutang daerah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,00

Setelah Perubahan
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :

4. Pembentuksan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,00

Setelah Perubahan
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b. Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah

1) Semula Rp- 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp._2,000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal/ Investasi Rp.  2.000,000.000,00

Pernerintah Daerah Setelah Perubahan
. Pembayaran pokok utang

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. _ 000
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Rp. 0,00
Setelah Perubahan

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula

Rp.  16.500.000.000,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0.00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Rp. 15.500.000.000,00
Obligasi Daerah Setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah int, terdiri

dari :

1.
2.

&n

Lampirarn I

Lampiran [I

Lampiran [

. Lampiran 1V

Lampiran V

Lampiran VI

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan  APBD menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian Peérubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:

Rekapitulasi  Perubahan  Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangkea Pengelolaan Keuangan Negara:

Daftar Perubahan Jurilah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;




7. Lampiran VII  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal &

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Agustus 2014

BUPATI MAGETAN,

TUMANTR!

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 25 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 5

15



